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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2067

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

Ca.

BUPAT{ GOWA,

bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf h
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Deerah. Retribusi
Rumah Potong Hewan merupakan salah
satu jenis retribusi  yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
perin  menetapkan  Peraturan -Daerah
Kabupaten Gowa tentang Rumah Potong

Hewan.

. Undang—Undang Noinor 29 Tahun 1959

tentang  Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat T di Sulawesi (. Lémbaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia-Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967
tentang = Ketentuan-Ketentuan ~ Pokok
Peternakan dan  Kesehatan Hewan
(Lemubaran Negara Repulik indonesia
Tahuni 1967 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republi': Indonesia
Nomor 2821);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1597 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta - Noinor 3685), sebagaimana
telah diatur dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tanun 2000 tentang Perubahan
atas Undeng-Undang ~ Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah  (l.embaran Negara . Republik
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 246,
Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Norior 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
(Lembarai ‘Nega.z Republik Indonssia
Taho 1999 Nomor 42, Tambahen
Lembaran Negara Repuvlik Indonesia
Nomor 3821);

S

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negora
Republik Tadonesia Tahun 2004 Nomor
c5. Tambahar, Leribaran Megar. Kepublik
Indonesia Nomor 4389), '

6. Uundang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia ~ Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nemor 3 Tahun 2005
tentang  Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik

_ Indonesia Nomor 45438);
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);



8.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
1947 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit
rewan (Lembarai. Negara Repnblil
Indonesia Tahun 1977 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3101);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1983  tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2353);

10. Peraturan Pemerintalh Nomor 66 Tahun

11.

2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 1191, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578};

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007  tentang  Pembagian  Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pewerintahan  Daerah Provinsi  dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lenibaran Negare Repubhk Indonesia
Nomor 4757 ).

Dergan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA,

Dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

o UPATEN
Menetapkan : - PERATURAN DAERAH KAB
. GOWA ~ TENTANG =~ RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEW AN

BAB I
KETSNTUAN UMUM
Pasall ‘
Dalam Peraturan Dacrah ini yéng dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Kabupaten Gowa;: '
Pemertnw.h Dacrah adalah Pemenntah Kabupaten Gowa, ..

Bupatl adalah Bupa’n Gowa;

DNewan Perwakilan Rakyat Daerdh yang selanjumya diseouf
"DPRD dalah L°mb:1ga ' Perwakilan Rakyat Diaerah Sebagal
" unSur Penvelenggara Pemenntahan Daerah d1 Kubupaten

Gowa;
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Dinas Feternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Gowa;

Peja?)at ‘adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku; '

Badan adalch suatu bentun badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbe as, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik
Negara, Badar Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan
dan/atau bentuk badan lainnya;

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;

. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut

Rctribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas
jasa pf:layanan Rumah Potong Hewan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau
Badan;

. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang

menurut eraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi;

_Masa Retribusi adalab suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

. Surat ketctapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD

adalah Suatu Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retrivusi terhutang;

. Surat Tagihan Retribusi Deersh yang selanjutnya disingkat

STRD adalah surat urtuk melaksanakon tagihan Retribusi
Daerah atau sanksi administrasi berupa denda;

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
mclakukan pembayaran atau penyetoran retribusi  yang
terintteny 1 Kas daerah atau k= tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Bupati;

15. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong
yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintab Daerah.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi

" atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah
pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan
sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki danfatau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atan badan yang menerima
izsa pelayanan Rumch Potong Hewan.



BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasai 5

Retrivusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Ketribusi Tasa
Jsaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

lingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan
umlah serta jenis ternak yang akan dipotong.

BABY

DASAR PENETAPAN DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Dasar penetapan Retribusi ini adalah seluruh biaya yang
iikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan
Rumah Potong Hewan kepada Wajib Retribusi = dan/atau
semeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 8
Besarnya tarif retribusi Rumah Poiong Hewan ditetapkan sebagai
berikuc: ' ' ‘ o
A. Biaya pemakaian tempat peraotongan :
1. Untuk usaha
- Sapi/Kerbauw/Kuda/Babi Rp. 16.000 /Ekor
- Kambing/Domba Rp. 3.5C0 /ckor

argeR

- Unggas Rp. 150 /Ekor
2. Untuk keperluan Hajatan
- Sapi/KerbawKuda Rp. 15.000 /Ekor
- Kambing/Domba Rp. 2.000 /Ekor
B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan
I. Temak :
- Sapi/Kerbaw/Kuda ~ Rp. 5.00C Ekor
- Kambing/Domba " - Rp. 2.00C /Ekor
- Babi : Rp. 15.00. /Ekor
- Unggas Rp. 100 /Ekor -
-DOC Rp. 10 /Ekor
2. Telur Rp. 5 /Butir -

C. Biaya Pemakaian kandang penampunigan sementara
1. Sapi/KerbawKuda Rp. 2.000 /Ekor

2. Kambing/Domba Rp. 500 /Ekor
BA4B VI
WILAYAY PEMUNGUTAN
Pasal 9 '

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah dimana
tempat pelayanan pemotongan hewan diberikan.
‘ BAB VII :
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
| ~ Pasal 10 |
Masa Retribusi adalah jangka wakta tertentu yang lamanya

ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya
retribusi terhutang,.

N



Pasai 11

eiribusi terhutang terjudi pada saat diterbitkan SKRD atau
»kumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PUNGUTAN

Pasal 12

)} Pembayarai. Retribusi Daerah di lakukan di Kas Daerah aiau di
tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang diteniukan
dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD). '

)) Sebelum pembayaran retribusi  dilakukan terlebih dahulu
diadakan pendataan terhadap hewan yang wajib dikenakan
retribusi.

3} Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan
harus diberikan tanda bukti pembayaran.

1) Pemungutan reiribusi tidak dapat diborongkan.

BABIX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

yalam hal wajib retribusi tidak membayar dan/atau tidak
1embayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi
engan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari
etribusi dan ditagin dengan menggunakan STRD.
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BAB X
K TENTUAN PIDANA

Pasal 14
(i) Wajib Retnbusi yang tidok melaksenakan  xewajidancye
sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga meiugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) buiau
atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (i) adalah
pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak
pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan olen
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan
Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam
menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-J.AIN.
~ Pasal16

(1) Tempat pemotongan ternak besar jenis babi dilaksanakan pada
Rurnah Pemotongan Hewan tersendiri termasuk peralatannya
dan terpisah dengan tempat pemotongan hewan ternak lainrya.
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2) Dilarang ~ mendirikan  usahz. Rumah Potong Hewan
perseorangan maupun swasta di lingkungan Rumah
Pemotongan Hewar Pemerintah yang cudah ada dalam
cakupan radius 5 km.

3) Usaha Rumah Potong Hewail perseorar.gan maupun swasta di
luar jangkauan pelayanan Rumah Pemotongan Yewan milik
Pemerintah masih diberi toleransi untuk melaksanakan
kegiatan pemotongan ternak dengan izin Bupati dikenakan
retribusi pemeriksaan kesehatan.

(4) Barang siapa melanggar ketentuan larangan dan tidak mentaati
kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) maka izin jagal
dicabut oleh Bupati untuk selamanya maupun untuk suatu masa
tertentu. ' g :

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturani Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Gowa Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan dan Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 11 Tahun 20Ul tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gowa Nomor 13
Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan
dinyatakan tidak berdaka.. -~ PRREE
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengeiahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan perempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapker i Sungguminasa
nada tang gal 25 September 2007

/BUI’ATi GOWA, -

S

—

¥ ICHSAN YASIN LIMrO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 September 2007

SE 9D AERAH

< PATEN GOWA,

L — —
H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2007 NOMOR 10
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 1¢ TAHUN 2007

TENTANG
" RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah vang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten,

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu
menetapkan Perataran Daerah Kabupaten Gowa tentang
Retiibusi Rumah Potong Hewan sebagal salah satu upaya
untuk meningkatkan Perdapatan Asli Daeran (PAD).
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

[asal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8

Pasal 9
Pasal 10

Cukup Jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas-

Cukup jelas

Cukup jelas

- Kegiatan usaha adalah kegiatan pemotongan
yang bertujuan untuk mata pencaharian atau
untuk mendapatkan penghasilan  dan
uszhanya.

- Kegiatan pemotongan hajatan adalab
kegiatan pemotongan .untuk keperluan
hajatan

- Kegiatan darurat meliputi  kegiatan
pemotongan pada situasi dan kondisi
darurat meliputi pemotongan ternak karena
kecelakaan, sakit dan sebagainya.

Cuiup jelas

Cukup jeias




Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16

Pasal i7

Pasal 18

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2007 NOMOR 10

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup ielas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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